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Efektivitas Digitalisasi Perpajakan: Meta-Analysis Global dan
Implikasi Kebijakan untuk Indonesia

Penulis: Abstrak:

Arvian Taniar Effendi? Indonesia menghadapi tantangan fiskal persisten berupa tax ratio yang
Ilham Febri Budiman 2 rendah dan tax gap yang signifikan. Digitalisasi administrasi perpajakan
dipandang sebagai strategi krusial untuk mengatasi masalah ini. Penelitian

Afiliasi: ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif dampak digitalisasi

Politeknik Keuangan perpajakan dan merumuskan pembelajaran kebijakan bagi Indonesia.

Negara STAN?? Menggunakan metode meta-analisis dengan kerangka PRISMA, penelitian
ini mensintesis 12 studi kuantitatif global yang diambil dari basis data

Korespondensi: ProQuest, Scopus, dan ScienceDirect. Data dianalisis menggunakan model
ilham_4121230296@p efek acak (random-effects model) untuk menghitung effect size gabungan.
knstan.ac.id Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-taxation sebagai

sistem terpadu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan
Histori Naskah: pajak (6 = 1053.32, p=0.0401) dan kepatuhan pajak (6 = 467.51,
Submit: 16-11-2025 p=0.0351). E-invoicing juga terbukti secara signifikan meningkatkan
Accepted: 26-11-2025 penerimaan pajak (6 = 253.144, p=0.0068). Sebaliknya, tidak ditemukan
Published: 30-11-2025 bukti statistik yang cukup mengenai pengaruh e-filing terhadap kepatuhan
(p=0.1168). Tingginya heterogenitas (12 > 80%) antar studi menunjukkan
bahwa besaran dampak sangat bergantung pada konteks implementasi.
Disimpulkan bahwa digitalisasi adalah strategi fiskal yang efektif, namun
keberhasilannya di Indonesia menuntut pendekatan sosio-teknis holistik
yang berfokus pada penegakan hukum, pemberdayaan UMKM, dan

transformasi kapasitas institusional.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan, E-Filling, Kepatuhan Pajak, Meta-
Analisis, Pajak

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi imperatif strategis dalam administrasi pajak global. Negara-negara
merespons tantangan ekonomi digital melalui kerangka kerja baru seperti OECD Inclusive Framework on
BEPS dan Digital Services Taxes (DSTs) (Neugebauer 2021; Pantazatou 2024). Inisiatif ini menekankan
kebutuhan mendesak akan reformasi pajak internasional. Digitalisasi administrasi pajak, seperti di
Tiongkok, terbukti mampu meningkatkan efisiensi pemungutan, mengurangi penghindaran pajak, serta
meningkatkan pendapatan fiskal (Cheng, Chen & Luo 2024).

Secara fundamental, digitalisasi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan menyederhanakan
proses (Djinarto et al. 2024; Hesami, Jenkins & Jenkins 2024; Heviana, Nisa & Prawati 2024; Zakaria et
al. 2024). Transparansi yang lebih baik melalui manajemen data efektif mengurangi kecurangan pajak (Rida
& El Houssain 2025; Samar et al. 2025; Vincent & Evans 2025). Implementasi sistem seperti e-invoicing
juga menurunkan biaya administrasi (Hesami et al. 2024). Dampak positif ini terkonfirmasi dalam
peningkatan kapabilitas fiskal, di mana studi empiris menunjukkan digitalisasi dapat meningkatkan
penerimaan pajak dan menguatkan tax ratio (Mikhaleva, Syradoev & Terekhova 2021; Fratila et al. 2023;
Heviana et al. 2024).

Visi jangka panjang transformasi ini dirumuskan OECD dalam konsep Tax Administration 3.0, di mana
kewajiban pajak dipenuhi secara otomatis dan terintegrasi (OECD 2020). Kerangka ini dibangun di atas
pilar-pilar utama seperti identitas digital, manajemen data, dan otomatisasi aturan untuk mengurangi beban
kepatuhan (OECD 2025a). Bagi negara berkembang, digitalisasi penting untuk modernisasi dan
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pertumbuhan inklusif (Huang 2024; Vincent & Evans 2025). Konteks global ini relevan bagi Indonesia,
yang menghadapi tantangan fiskal persisten berupa tax ratio yang stagnan dan relatif rendah (Lihat Gambar
1), tercatat 10,07% pada 2024, turun dari 10,31% pada tahun sebelumnya (World Bank, 2024; OECD, 2024;
Kemenkeu, 2025).

Reformasi Perpajakan I Reformasi Perpajakan Ill
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*Target pemerintah (berdasarkan KEM-PPKF 2025 )

Gambar 1. Tren Tax Ratio Indonesia 2010-2025 (dalam %6)

Sumber: (OECD 2024; World Bank 2024; Kemenkeu RI 2025)
Rendahnya rasio tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan secara regional
maupun global. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, tax ratio Indonesia pada tahun 2023 berada jauh
di bawah rata-rata negara OECD (34,0%), rata-rata Asia-Pasifik (19,8%), dan bahkan di bawah negara
tetangga seperti Filipina (17,8%) dan Thailand (17,0%).
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Gambar 2. Perbandingan Tax Ratio Indonesia Tahun 2023 (dalam %o)
Sumber: OECD (2025)

Masalah ini diperdalam oleh tax gap signifikan (8,5%), jauh di atas benchmark OECD 3,6% (Setkab 2021).
Sumber utama tax gap ini adalah basis pajak sempit akibat ekonomi informal, tantangan menjangkau
UMKM, serta kesulitan administrasi (World Bank 2021; Poniatowski & Qian 2025). Digitalisasi, melalui
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax System, dipandang sebagai strategi
krusial untuk menjembatani kesenjangan ini. Reformasi perpajakan Jilid 11l (digitalisasi layanan) telah
menunjukkan korelasi positif dengan peningkatan kepatuhan dan penerimaan, seperti terlihat pada tren rasio
kepatuhan SPT Tahunan PPh (Lihat Gambar 3).
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Gambar 3. Rasio Kepatuhan Pajak (%6) dan Penerimaan Pajak (Rp Triliun) Indonesia
Sumber: (DJP 2024; DJP 2025)

Meskipun terdapat korelasi positif, digitalisasi perpajakan di Indonesia masih diyakini belum optimal
(Siswantoro 2024). Di sisi lain, studi di negara lain memperkuat potensi yang belum tergali; studi kuasi-
eksperimental oleh IMF di Peru menemukan bahwa implementasi e-invoicing wajib meningkatkan
kewajiban PPN yang dilaporkan lebih dari 5% secara umum dan 11,6% di kalangan UKM (Bellon et al.
2022). Analisis lintas negara lainnya mengestimasikan bahwa adopsi e-filing dapat meningkatkan
penerimaan pajak agregat hingga 1,6% dari PDB (Okunogbe & Pouliquen 2022).
Urgensi penelitian ini didasari oleh fakta bahwa tanpa digitalisasi yang efektif, negara berisiko kehilangan
potensi penerimaan pajak miliaran dolar akibat ketidakefisienan sistem tradisional (Enache 2024).
Penelitian ini menjadi signifikan karena menyediakan sintesis empiris global mengenai dampak aktual
digitalisasi perpajakan, yang dapat membimbing desain kebijakan di negara berkembang seperti Indonesia
(Bassey, Mulligan & Ojo 2022). Di tengah reformasi digital yang sedang berlangsung, penelitian ini
menawarkan pembelajaran empiris untuk mengoptimalkan sistem seperti e-filing dan e-invoicing (Rahayu
& Kusdianto 2023).
Meskipun urgensi transformasi tersebut sangat tinggi, terdapat kesenjangan penelitian (research gap)
berupa ketiadaan sintesis kuantitatif sistematis atau meta-analisis. Literatur yang ada saat ini kekurangan
studi yang mengukur effect size rata-rata intervensi digital global dan mengidentifikasi faktor kuantitatif
yang menjelaskan variasi efektivitasnya (Respati 2020; Okunogbe & Pouliquen 2022; Mahpudin 2024;
Mandasari 2024). Kebaruan (novelty) penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui meta-
analisis kuantitatif. Berbeda dari studi deskriptif sebelumnya, penelitian ini menghitung effect size agregat
dan mengidentifikasi moderator kuantitatif, seperti faktor pengguna (misalnya norma subjektif dan
pengetahuan) yang sering diabaikan dalam studi terdahulu (Abu-Silake et al. 2024).
Berdasarkan kesenjangan teoretis dan praktis tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan
fundamental mengenai seberapa besar dampak implementasi sistem e-filing, e-invoicing, dan e-taxation
terhadap kepatuhan serta penerimaan pajak. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menghitung
dan menganalisis ukuran efek (effect size) dari digitalisasi sistem perpajakan tersebut secara kuantitatif.
Melalui analisis ini, penelitian bertujuan menyusun pembelajaran empiris yang valid bagi Indonesia dalam
memperkuat kebijakan transformasi digital fiskal di masa depan.
Studi Literatur
Teori Kepatuhan Pajak
Pemahaman kepatuhan pajak telah berevolusi dari model ekonomi klasik Allingham & Sandmo (1972),
yang memandang wajib pajak sebagai aktor rasional penimbang biaya-manfaat sanksi (Alm 2019). Namun,
model ini tidak sepenuhnya menjelaskan tingkat kepatuhan, sehingga muncullah pergeseran ke ekonomi
perilaku (Alm & Kasper 2023). Pendekatan ini mengakui bahwa keputusan dipengaruhi faktor psikologis

Berdasarkan Rasio Kepatuhan SPT Tahunan PPh
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dan sosial (Van Dijke & Verboon 2010; Hidajat 2023), seperti tax morale (motivasi intrinsik), norma sosial,
dan kepercayaan pada otoritas (Kirchler, Hoelzl & Wahl 2008; Luttmer & Singhal 2014). E-invoicing
memperkuat paradigma pencegahan (deterrence) dengan meningkatkan probabilitas deteksi (Allingham &
Sandmo, 1972). Sedangkan, e-filing yang ramah pengguna dapat membangun kepatuhan berbasis perilaku
dengan meningkatkan persepsi keadilan dan tax morale (Prinz, Muehlbacher & Kirchler 2014).
Tax Administration 3.0
Menghadapi ekonomi digital, administrasi pajak tradisional menjadi tidak efektif (Hadwick 2024). OECD
merespons dengan visi Tax Administration 3.0 yang bertujuan merancang ulang proses secara fundamental,
bukan sekadar mendigitalkan (OECD 2020). Inti dari TA 3.0 adalah perpajakan tersemat (embedded
taxation), di mana kewajiban pajak menjadi produk sampingan otomatis dari aktivitas bisnis (OECD, 2020),
menggeser administrasi menjadi berbasis data (data-driven) (OECD 2025c). Realisasi visi ini bergantung
pada blok pembangun seperti e-invoicing, identitas digital, dan interoperabilitas (CIAT 2025). Pergeseran
ini mengubah pelaporan retrospektif menjadi verifikasi real-time, yang secara drastis mengurangi asimetri
informasi dan potensi tax gap (San et al. 2025).
Anatomi Digitalisasi Sistem Perpajakan
Digitalisasi perpajakan mencakup berbagai intervensi dengan mekanisme dan dampak yang berbeda. Tiga
komponen utamanya adalah e-filing, e-invoicing, dan e-taxation. E-Filing adalah metode penyampaian SPT
daring (Bandiyono & Husna 2020), unggul dalam efisiensi dan kenyamanan (Adawiyah & Prasetyono
2021; Amonkar et al. 2024), namun terkendala isu teknis dan literasi digital (Josephin, Zakaria & Handarini
2025). Sementara itu, E-Invoicing mendigitalkan pencatatan transaksi dengan validasi real-time (clearance
model) oleh otoritas (San et al. 2025). Ini meningkatkan transparansi signifikan untuk mencegah faktur
fiktif (Nurdiansyah et al. 2021), meski tantangannya meliputi biaya implementasi dan konektivitas (San et
al. 2025). Keduanya merupakan bagian dari E-Taxation, sebuah ekosistem digital terpadu untuk seluruh
siklus administrasi (Adawiyah & Prasetyono 2021; Susilawati, Yunita & Amalia 2023; Prathama 2024).
Kekuatan e-taxation terletak pada sinergi, seperti data e-invoicing untuk pre-populated return SPT (DJP
2023). Secara hierarkis, e-filing adalah intervensi pelaporan (efisiensi), sedangkan e-invoicing adalah
intervensi penciptaan data (penegakan hukum) yang diasumsikan berdampak lebih besar.
Reformasi Digital Perpajakan Indonesia
Pemerintah Indonesia (DJP) menjalankan reformasi perpajakan ambisius dengan transformasi digital
sebagai pilar utama. Reformasi Jilid 111 (2017-sekarang) berfokus pada teknologi (Rahayu & Kusdianto
2023; Saputra 2023) dan didasarkan pada Lima Pilar Reformasi: (1) Organisasi, (2) SDM, (3) Tl dan Basis
Data, (4) Proses Bisnis, dan (5) Peraturan Perundang-undangan (Saputra 2023; Amila 2025). Puncak
reformasi ini adalah Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax
System (CTAS) (Pusposari et al. 2023), yang bertujuan menciptakan layanan perpajakan yang mudah,
andal, dan terintegrasi untuk mengoptimalkan penerimaan (Kemenkeu RI 2023). PSIAP dipandu prinsip
seperti customer-centric dan data-driven. Agenda reformasi ini menunjukkan keselarasan dengan visi
global Tax Administration 3.0, menjadikan temuan meta-analisis global sangat relevan sebagai umpan balik
berbasis bukti bagi jalur reformasi Indonesia.
Sintesis Penelitian Empiris Terdahulu
Literatur empiris mengenai dampak digitalisasi perpajakan secara umum menunjukkan hasil positif, namun
dengan besaran dampak yang bervariasi. Temuan-temuan kunci dari beberapa penelitian empiris yang
relevan dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penelitian Empiris Terdahulu

Penulis Judul Tujuan Temuan
Bellon, M., | Digitalization to Meneliti dampak peralihan | E-invoicing meningkatkan
Dabla- improve tax ke e-invoicing VAT di Peru | laporan penjualan, pembelian,
Norris, E., | compliance: terhadap kepatuhan dan | dan kewajiban VAT >5% di
Khalid, S., | Evidence from VAT | kinerja perusahaan | tahun pertama, terfokus pada
e-Invoicing in Peru perusahaan Kkecil dan sektor
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& Lima, F. menggunakan variasi kuasi- | tidak patuh; perlu reformasi
(2022) eksperimental. tambahan untuk mobilisasi
pendapatan.
Mandasari, | The Effect of Meneliti dampak e-filing, e- | E-filing, e-billing, dan e-SPT
N. (2024) Taxation billing, dan e-SPT terhadap | berpengaruh positif signifikan
Digitalization kepatuhan  wajib  pajak | terhadap kepatuhan;
(Electronic System) | pribadi di KPP Pratama | mendukung TAM melalui
on Increasing Makassar  Selatan, serta | kemudahan dan  kegunaan
Individual Taxpayer | efisiensi administrasi pajak. | sistem.
Compliance
Epin, M. N. | The Effect of Menentukan pengaruh e- | Sistem e-filing, e-invoicing, e-
W., Electronic Taxation | filing, e-invoicing, e-billing | billing memengaruhi
Mediati, & | System terhadap kepatuhan wajib | kepatuhan; sosialisasi
Pontoh, G. | Implementation on pajak, serta peran moderasi | memoderasi e-filing dan e-
T. (2021) Taxpayer sosialisasi pajak. invoicing, tetapi tidak e-billing;
Compliance with kemudahan teknologi
Taxation memengaruhi perilaku wajib
Socialization as pajak.
Moderation Variable

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber (2025)
Hipotesis Penelitian
Hi: E-taxation berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (tax revenue)
Digitalisasi administrasi pajak terbukti berkorelasi dengan penerimaan yang lebih besar, di mana
peningkatan adopsi digital dapat menaikkan rasio pajak terhadap PDB secara signifikan melalui
peningkatan efisiensi, perluasan basis pajak, dan analisis data yang lebih baik (Atsebi, Gueorguiev & Nose
2025).
H»: E-taxation berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (tax compliance)
Digitalisasi layanan perpajakan yang terintegrasi dapat menyederhanakan proses administrasi dan
mengurangi biaya kepatuhan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sistem pajak digital secara signifikan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai negara (Mwirigi et al., 2024).
Hs: E-invoicing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (tax revenue)
Penyediaan data transaksi secara real-time kepada otoritas, e-invoicing secara efektif mengurangi praktik
penghindaran pajak dan faktur fiktif, yang terbukti secara signifikan meningkatkan kewajiban PPN yang
dilaporkan dan pada akhirnya penerimaan negara (lrawati et al. 2022).
Ha: E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (tax compliance)
Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan, fleksibilitas, dan
efisiensi yang ditawarkan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak. Berbagai penelitian di
Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa adopsi e-filing secara signifikan meningkatkan tingkat
kepatuhan pelaporan SPT (Manurung & Purba 2024).
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif meta-analisis untuk mensintesis studi independen dan
menghasilkan estimasi effect size gabungan yang presisi (Borenstein et al. 2009). Desain ini dipilih untuk
mengukur dampak rata-rata digitalisasi pajak dan mengidentifikasi moderator efektivitasnya. Guna
memastikan proses yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, penelitian ini mengadopsi kerangka
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk meminimalkan
bias dan meningkatkan validitas kesimpulan (Ayu, Cahyono & Aspiradi 2021).
Prosedur penelitian ini mengikuti tahapan yang sistematis, diadaptasi dari panduan PRISMA 2020 untuk
kebutuhan meta-analisis kuantitatif. Pencarian literatur dilakukan secara komprehensif pada beberapa basis
data akademik elektronik untuk menjaring studi yang relevan seluas mungkin. Basis data yang digunakan
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meliputi ProQuest, Scopus, dan ScienceDirect. String pencarian yang digunakan adalah: (“e-Filing" OR "e-
Invoicing™ OR "e-Taxation") AND ("tax compliance"™ OR "tax revenue"” OR "fiscal efficiency” OR
"administrative transparency') AND (“impact" OR "effect").
Studi yang diidentifikasi dari proses pencarian kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi
yang telah ditetapkan secara spesifik untuk memastikan relevansi dan kelayakan studi.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Studi

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi
Studi empiris dengan desain kuantitatif. Studi kualitatif, tinjauan literatur, editorial, atau
konseptual.
Mengandung variabel terukur terkait kepatuhan, | Tidak melaporkan data statistik yang memadai
penerimaan, atau efisiensi fiskal. untuk ekstraksi effect size.

Menyajikan hasil statistik yang dapat dihitung | Duplikasi publikasi dari studi yang sama.
ulang effect size-nya (misal: koefisien korelasi, t-
statistik, F-statistik, rerata dan simpangan baku).
Publikasi antara tahun 2015-2025. Publikasi sebelum tahun 2015.
Berbahasa Inggris atau Indonesia. Bahasa selain Inggris atau Indonesia.
Sumber: diolah penulis (2025)
Proses seleksi studi mengikuti alur PRISMA (Gambar 4). Tahap identifikasi dimulai dengan 1.298 studi
dari ProQuest (n=1.000), Scopus (n=214), dan ScienceDirect (n=84), kemudian 472 duplikasi dan studi
lama dihapus. Tahap penyaringan menyeleksi 823 studi, mengeksklusi 696 (outcome tidak relevan) dan 98
(teks lengkap tidak sesuai). Tahap kelayakan menilai 29 studi, mengeksklusi 17 (desain
kualitatif/konseptual). Akhirnya, 12 studi dimasukkan dalam sintesis kuantitatif (meta-analisis).

Identification of studies via datak and registers
—
= Records removed before
2 : " . screening:.
= Records identified from: ;
."; ProQuest (n = 1000) R ([:]u_plg;éaéz; records removed
= = > -
T gcppus [()n ‘%14)_ 84 Year <2015 removed
ﬂ cienceDirect (n= 84) (n=186)
I
T
Records screened \?\ﬁg?\;;dzlﬁ)égrl:\ied
(n=823) (n = 696)
Reports sought for retrieval Reports not retrieved
o (n=127) »| Full-text journal exclude title,
E abstract, keyword (n = 98)
@
; I
Q
n
Reports assessed for eligibility
(n=29) e
Reports excluded:
Wrong study design (n = 17)
—
A4
B
'5 Studies included in review
3 (n=12)
£

Gambar 4. PRISMA Flow Systematic Review
Sumber: Page et al. (2021), diolah kembali oleh penulis
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Data yang diekstraksi mencakup informasi umum (penulis, tahun, negara), karakteristik metodologis
(desain studi, ukuran sampel), dan data statistik untuk perhitungan effect size. Variabel utama yang
diekstraksi adalah jenis sistem digital (e-Filing, e-Invoicing, e-Taxation) dan variabel hasil (tax compliance,
tax revenue, efficiency).

Analisis data kuantitatif dalam meta-analisis ini akan mencakup beberapa tahapan statistik sebagai berikut

(Sugiyono 2019).

1) Perhitungan Ukuran Efek (Effect Size): Data diekstrak dari setiap studi inklusi. Karena desain studi
bervariasi, effect size (ES) dikategorikan berdasarkan metrik aslinya: Koefisien Regresi (B),
Standardized Mean Difference (SMD), dan Fisher's z. Jika standard error (SE) tidak tersedia, nilai SE
dihitung dari data statistik lain atau diimputasi agar studi tetap dapat dianalisis.

2) Analisis Agregat dan Heterogenitas: Ukuran efek dari studi individu akan diagregasi untuk
menghasilkan estimasi gabungan (pooled effect size) dengan interval kepercayaan 95%. Model efek acak
(random-effects model) akan digunakan karena adanya potensi variasi antar studi. Heterogenitas akan
diuji dengan Cochran’s Q dan diukur dengan indeks 12.

3) Analisis Moderator: Jika heterogenitas terdeteksi (nilai 12 tinggi), analisis moderator (meta-regresi atau
analisis subkelompok) akan dilakukan. Ini bertujuan menguji apakah karakteristik studi (seperti jenis
sistem digital atau tingkat adopsi) dapat menjelaskan variasi dalam effect size.

Analisis Bias: Publikasi Potensi bias publikasi akan dievaluasi secara visual melalui inspeksi asimetri pada

diagram corong (funnel plot). Selain itu, pengujian statistik akan dilakukan menggunakan uji regresi

Egger (Egger et al. 1997) untuk mendeteksi bias secara formal.

Hasil

Analisis Bias Publikasi
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Funnel plot Funnel plot
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Gambar 5. Funnel Plot Model 1, 2, 3, dan 4
Sumber: STATA, diolah penulis (2025)
Inspeksi visual pada funnel plot (Gambar 5) digunakan untuk menilai asimetri sebaran studi. Meskipun
jumlah studi yang terinklusi dalam meta-analisis ini terbatas (n=12), sebaran plot secara umum tidak
menunjukkan asimetri yang jelas yang dapat mengindikasikan adanya bias publikasi yang substansial.
Studi-studi tampak tersebar relatif simetris di sekitar estimasi efek gabungan, terutama ketika
mempertimbangkan jumlah studi yang kecil di mana penyebaran yang sempurna (bentuk corong terbalik
ideal) jarang terjadi. Uji statistik formal, seperti uji regresi Egger tidak dilakukan. Keputusan ini didasarkan
pada praktik standar meta-analisis di mana uji untuk bias publikasi memiliki kekuatan (power) statistik
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yang rendah dan tidak dianjurkan ketika jumlah studi yang dianalisis kurang dari 10. Berdasarkan inspeksi
visual yang tidak menunjukkan asimetri yang signifikan dan keterbatasan untuk melakukan uji statistik
yang valid karena jumlah studi yang sedikit, disimpulkan bahwa risiko bias publikasi dalam penelitian ini
rendah dan tidak memengaruhi validitas keseluruhan dari temuan yang dilaporkan.

Analisis Effect Size E-taxation terhadap Tax Revenue

Analisis pertama difokuskan untuk menguji Hipotesis 1 (H1), yang menyatakan bahwa e-taxation
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (tax revenue). Hasil meta-analisis yang menggabungkan 6
studi (Masunga, Mapesa & Nyalle 2020; Mascagni, Mengistu & Woldeyes 2021; Otekunrin et al. 2021,
Mu, Fentaw & Zhang 2022; Olumah & Mubaraq 2022; Opiso et al. 2023) menunjukkan adanya pengaruh
yang positif dan signifikan secara statistik. Berdasarkan forest plot dan tabel ringkasan, estimasi ukuran
efek gabungan (pooled effect size atau 0) adalah 1053.32. Interval kepercayaan 95% (95% CI) untuk
estimasi gabungan ini adalah [47.656, 2058.991]. Signifikansi statistik dari temuan ini dikonfirmasi oleh
hasil Test of 6 = 0, yang menunjukkan nilai z = 2.05 dengan p = 0.0401. Karena nilai p lebih kecil dari
ambang batas signifikansi 0.05 dan interval kepercayaan tidak mencakup nilai nol, maka temuan ini secara
statistik mendukung Hipotesis 1 (H1). Meskipun demikian, Test of homogeneity menunjukkan adanya
heterogenitas yang ekstrem di antara studi-studi yang dianalisis. Nilai I-squared adalah 99.72% dengan nilai
p untuk uji Q < 0.0001. Tingginya nilai I-squared ini menunjukkan bahwa hampir seluruh variabilitas dalam
estimasi efek berasal dari perbedaan nyata antar studi, bukan karena kebetulan semata. Oleh karena itu,
meskipun arah pengaruhnya secara konsisten positif dan signifikan, besaran efek gabungan 1053.32 harus
diinterpretasikan dengan hati-hati karena merepresentasikan rata-rata dari studi-studi dengan dampak yang
sangat bervariasi.

Effect size Weight
Study with 95% ClI (%)
Mascagni (2021) [ 123.00[ 9556, 150.44] 17.23
Opiso (2023) —— 1443.00[ 723.69, 2162.31] 15.84
Mu (2022) ] 697.00[ 585.28, 808.72] 17.19
Otekunrin (2021) El 268.00 [ 144.52, 391.48] 17.19
Masunga (2020) —l—— 3607.00 [ 2807.33, 4406.67] 15.54
Olumah (2022) . 3 454.00[ 18157, 726.43] 17.02
Overall —~eeti—— 1053.32[ 47.66, 2058.99]

Heterogeneity: 1° = 1.53e+086, I° = 99.72%, H’ = 353.50
Test of 6, = 8 Q(5) = 186.33, p = 0.00
Testof 8 =0:z=2.05p=0.04
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Gambar 6. Output Meta Analisis Model 1
Sumber: STATA, diolah penulis (2025)

Analisis Effect Size E-taxation terhadap Tax Complience

Analisis meta-analisis selanjutnya dilakukan untuk menguji Hipotesis 2 (H2), yang menyatakan bahwa e-
taxation berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Hasil dari penggabungan tiga studi
yang terinklusi menyajikan temuan yang signifikan secara statistik (Night & Bananuka 2020; Bellon et al.
2022; Michael et al. 2025). Berdasarkan forest plot dan tabel ringkasan, estimasi ukuran efek gabungan
(pooled effect size) adalah 467.51, dengan interval kepercayaan 95% (95% CI) berada sepenuhnya di
rentang positif, yaitu [32.67, 902.35]. Signifikansi statistik dari temuan gabungan ini dikonfirmasi oleh
hasil Test of 6 (z = 2.11; p = 0.0351), yang lebih rendah dari ambang batas alfa 0.05. Temuan ini secara
statistik mendukung Hipotesis 2 (H2), yang menunjukkan bahwa implementasi e-taxation secara
keseluruhan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun
demikian, hasil ini juga menunjukkan adanya heterogenitas yang sangat tinggi di antara ketiga studi
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tersebut. Statistik Test of homogeneity menunjukkan nilai 1-squared sebesar 83.47% dengan nilai p =
0.0007. Ini menyiratkan bahwa meskipun arah pengaruhnya konsisten positif, besaran atau magnitude dari
dampak e-taxation terhadap kepatuhan pajak sangat bervariasi di antara studi-studi yang dianalisis.

Effect size Weight
Study with 95% ClI (%)
Michael (2025) . = 112.00[ 8.12, 215.88] 39.97
Night (2020) —i— 592.00 [ 194.13, 989.87] 30.47
Bellon (2022) _ 820.00 [ 398.61, 1241.39] 29.55
Overall e 467.51[ 32.67, 902.35]

Heterogeneity: T° = 120326.36, I’ = 83.47%, H’ = 6.05
Test of 6, = 6;: Q(2) = 14.63, p = 0.00
Testof 6=0:z=2.11,p=0.04

0 500 1000 1500
Random-effects REML model

Gambar 7. Output Meta Analisis Model 2
Sumber: STATA, diolah penulis (2025)

Analisis Effect Size E-invoicing terhadap Tax Revenue

Analisis meta-analisis berikutnya menguji Hipotesis 3 (H3), yang menyatakan bahwa e-invoicing
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (tax revenue). Pengujian ini menggabungkan dua studi
yang menghasilkan temuan positif dan signifikan secara statistik (Olumah & Mubaraq 2022; Mogoll6n et
al. 2025). Ukuran efek gabungan (pooled effect size atau 0) adalah 253.144, dengan interval kepercayaan
95% (95% CI) [69.918, 436.371]. Karena interval kepercayaan ini tidak melewati nol dan Test of 6 = 0
menunjukkan signifikansi statistik (z = 2.71; p = 0.0068), maka Hipotesis 3 (H3) didukung. Tidak seperti
analisis sebelumnya, Test of homogeneity untuk kelompok studi ini menunjukkan tidak adanya
heterogenitas (I-squared = 0.00%, p = 0.6733). Namun, penting untuk dicatat bahwa forest plot
menunjukkan bahwa hasil gabungan ini sangat didominasi oleh satu studi. Studi Olumah (2022) memiliki
bobot (Weight) 98.91% dari keseluruhan analisis. Sementara itu, studi Mogolldn (2025) memiliki interval
kepercayaan yang sangat lebar dan bobot yang sangat kecil (1.09%). Dengan demikian, temuan gabungan
yang signifikan ini pada dasarnya mencerminkan temuan dari studi Olumah & Mubaraq (2022).

Effect size Weight
Study with 95% ClI (%)
Olumah (2022) . 3 249.00[ 64.76, 433.24] 98.91
Mogollén G. (2025) 628.00 [ -1124.21, 2380.21] 1.09

¢

Overall

Heterogeneity: T° = 0.00, I = 0.00%, H* = 1.00
Test of 6 = 6;: Q(1) =0.18, p=0.67

Testof 6=0:z=2.71,p=0.01

263.14[ 69.92, 436.37]

41000 0 1000 2000
Random-effects REML model
Gambar 8. Output Meta Analisis Model 3
Sumber: STATA, diolah penulis (2025)
Analisis Effect Size E-filling terhadap Tax Complience
Analisis meta dilakukan untuk menguji Hipotesis 4 (H4), yang menyatakan bahwa e-filing berpengaruh
positif terhadap kepatuhan pajak (tax compliance). Pengujian ini menggabungkan dua studi yakni (Mapope,
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Wadesango & Sitcha 2022; Olumah & Mubaraq 2022). Estimasi ukuran efek gabungan (pooled effect size
atau 0) adalah 834.189. Namun, Test of 6 = 0 menunjukkan bahwa hasil gabungan ini tidak signifikan
secara statistik (z = 1.57; p = 0.1168). Nilai p (0.117) lebih besar dari 0.05, dan interval kepercayaan 95%
(95% CI) sangat lebar serta mencakup nilai nol [-208.180, 1876.558]. Berdasarkan temuan ini, Hipotesis 4
(H4) ditolak. Analisis gabungan dari studi-studi yang terinklusi tidak menemukan bukti statistik yang cukup
untuk menyatakan bahwa e-filing memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.Selain itu,
analisis ini juga menunjukkan adanya heterogenitas yang tinggi dan signifikan di antara kedua studi, seperti
yang ditunjukkan oleh nilai I-squared sebesar 81.26% dan nilai p untuk uji Q sebesar 0.0209.

Effect size Weight
Study with 95% Cl (%)
Mapope (2022) — 275.00 [ -444.31, 994.31] 47.49
Purba (2020) ——— 1340.00[ 793.17, 1886.83] 52.51
Overall e 834.19 [ -208.18, 1876.56]

Heterogeneity: 1° = 460847.50, I” = 81.26%, H = 5.34
Test of 8, = 6 Q(1) = 5.34, p = 0.02
Testof 6=0:z=1.57, p=0.12

r T 1
-1000 0 1000 2000
Random-effects REML model

Gambar 9. Output Meta Analisis Model 4
Sumber: STATA, diolah penulis (2025)

Pembahasan
Sintesis temuan global dari meta-analisis ini secara konsisten mengonfirmasi potensi signifikan dari
digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Bukti empiris dari
berbagai negara menunjukkan bahwa intervensi digital, mulai dari e-filing hingga e-invoicing, secara umum
berkorelasi positif dengan perbaikan kinerja fiskal (Masunga et al. 2020; Mascagni et al. 2021; Otekunrin
et al. 2021; Bellon et al. 2022; Mapope et al. 2022; Olumah & Mubaraq 2022). Namun, temuan ini juga
menyoroti adanya heterogenitas yang besar dalam besaran dampak (effect size), yang mengindikasikan
bahwa keberhasilan implementasi bukanlah sekadar adopsi teknologi, melainkan sebuah proses adaptasi
sosio-teknis yang kompleks dan sangat bergantung pada konteks.
Konteks ini menjadi cermin yang sangat relevan bagi Indonesia, yang sedang menghadapi tantangan fiskal
persisten berupa tax ratio yang relatif rendah, tercatat sebesar 10,07% pada tahun 2024, serta tax gap yang
signifikan yang diestimasi mencapai 8,5%. Sebagai respons strategis, pemerintah Indonesia telah
meluncurkan agenda transformasi digital ambisius melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
(PSIAP) atau Core Tax Administration System. Oleh karena itu, tujuan dari sub-bab ini adalah untuk
menerjemahkan keragaman temuan global menjadi serangkaian pembelajaran strategis yang dapat
diimplementasikan guna mengoptimalkan desain dan pelaksanaan PSIAP, sehingga potensi penuh dari
transformasi digital dapat direalisasikan dalam konteks unik Indonesia.
Mengoptimalkan Peningkatan Kepatuhan Melalui Penguatan Efek Jera (Deterrence Effect)
Salah satu mekanisme fundamental di balik efektivitas digitalisasi perpajakan adalah kemampuannya untuk
memperkuat efek jera (deterrence effect). Studi kuasi-eksperimental di Peru menunjukkan bahwa
kewajiban e-invoicing meningkatkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari 5% karena sistem
tersebut secara drastis meningkatkan transparansi transaksi dan probabilitas deteksi ketidakpatuhan.
Peningkatan visibilitas ini secara langsung menaikkan "biaya" yang dipersepsikan dari ketidakpatuhan,
sejalan dengan model kepatuhan ekonomi klasik (Allingham & Sandmo 1972). Temuan ini diperkuat oleh
penelitian di Etiopia mengenai Sales Registration Machines (SRMs) dan bukti dari Peru yang menunjukkan
peningkatan keluarnya perusahaan tidak patuh dari pasar pasca-pengumuman reformasi yang terjadi
(Bellon et al. 2022).
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Pembelajaran krusial bagi Indonesia adalah bahwa keberhasilan PSIAP tidak hanya diukur dari kemudahan
layanan, tetapi juga dari kemampuannya berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang kredibel. Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) harus memprioritaskan fitur analitik data untuk validasi silang transaksi secara
otomatis. Namun, perlu ada keseimbangan antara fungsi layanan dan penegakan. Sistem yang terlalu fokus
pada pengawasan berisiko menjadi rumit dan merusak kepatuhan sukarela, sementara sistem yang terlalu
sederhana akan gagal menciptakan efek jera. Dengan demikian, DJP harus merancang arsitektur PSIAP
yang terdiferensiasi, misalnya dengan antarmuka sederhana untuk UMKM dan integrasi Application
Programming Interface (API) yang lebih kompleks untuk korporasi besar.

Mengantisipasi Respons Perilaku Wajib Pajak: Implikasi terhadap Estimasi Tax Gap

Digitalisasi memang mendorong pelaporan penjualan yang sebelumnya tidak dilaporkan, tetapi wajib pajak
akan merespons secara strategis. Bukti empiris dari Etiopia menunjukkan bahwa seiring peningkatan
penjualan yang dilaporkan setelah adopsi SRMs, wajib pajak juga melaporkan kenaikan biaya untuk
mengurangi basis pajak. Demikian pula di Peru, peningkatan kewajiban PPN yang dilaporkan terhambat
oleh penggunaan akumulasi kredit PPN dari masa lalu.

Peningkatan omzet yang dilaporkan pasca-implementasi PSIAP tidak akan secara otomatis berbanding
lurus dengan peningkatan penerimaan pajak neto. DJP harus mengantisipasi respons ini dengan merancang
modul Compliance Risk Management (CRM) yang canggih untuk mendeteksi anomali, seperti pada rasio
biaya terhadap pendapatan. Fenomena ini juga berimplikasi pada pengukuran tax gap. Estimasi saat ini
yang berbasis omzet tidak dilaporkan berpotensi melebih-lebihkan potensi penerimaan tambahan karena
belum memperhitungkan biaya-biaya sah yang akan turut dilaporkan. Oleh karena itu, metrik keberhasilan
PSIAP harus berfokus pada penyusutan tax gap PPN dan PPh secara neto.

Fokus Strategis pada UMKM: Paradoks Potensi Terbesar dan Tantangan Terberat

Secara konsisten, literatur global menunjukkan bahwa dampak positif digitalisasi terhadap kepatuhan
secara substansial lebih besar pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Peru, kewajiban PPN
di kalangan UMKM meningkat sebesar 11,6% setelah adopsi e-invoicing, lebih dari dua kali lipat dampak
rata-rata (Bellon et al. 2022). Hal ini logis karena tingkat ketidakpatuhan awal di segmen ini cenderung
lebih tinggi, sehingga ruang perbaikan melalui transparansi menjadi lebih besar. Namun, potensi besar ini
dihadapkan pada tantangan implementasi yang berat di Indonesia, di mana UMKM menghadapi hambatan
seperti literasi digital yang rendah, keterbatasan akses internet, dan kekhawatiran mengenai biaya serta
kerumitan sistem. Studi kasus di Peru yang menunjukkan rendahnya pengetahuan pedagang pasar
tentang e-invoicing sangat relevan bagi Indonesia (Mogollon et al. 2025). Dengan demikian, UMKM
adalah fondasi utama dalam upaya peningkatan rasio pajak. Kebijakan implementasi PSIAP tidak boleh
bersifat "satu ukuran untuk semua”, melainkan memerlukan strategi diferensiasi yang mencakup
implementasi bertahap, penyederhanaan antarmuka sistem, program edukasi masif, dan insentif bagi
pengadopsi awal.

Faktor Manusia dan Sosial sebagai Kunci Adopsi: Menjembatani Kesenjangan Digital dan
Membangun Kepercayaan

Keberhasilan sistem teknologi pada akhirnya ditentukan oleh manusia yang menggunakannya,
sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoretis seperti Technology Acceptance Model (TAM) dan Teori
Perilaku Terencana (TPB) (Davis 1989; Ajzen 1991). Studi di Uganda menunjukkan bahwa persepsi
kegunaan adalah prediktor adopsi yang signifikan (Opiso et al. 2023), sementara di Indonesia, literasi digital
terbukti memoderasi efektivitas e-filing.

Pembelajarannya adalah aspek sisi permintaan dari adopsi PSIAP sama pentingnya dengan kecanggihan
teknis sisi penawaran. Pertama, literasi digital harus dipandang sebagai prasyarat, yang menuntut investasi
proaktif dalam edukasi nasional. Kedua, proses desain PSIAP harus berpusat pada pengguna, dengan
melibatkan UMKM sejak awal. Ketiga, kepercayaan publik menjadi fondasi utama. Reformasi digital harus
dikomunikasikan sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Memanfaatkan momentum
pemulihan kepercayaan publik terhadap DJP menjadi krusial untuk membangun fondasi yang kokoh bagi
era digital.
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Kesiapan Institusional: Transformasi dari Pengumpul Data menjadi Organisasi Berbasis Intelijen
Temuan kritis dari negara berkembang adalah adanya kesenjangan antara volume data masif yang
dihasilkan sistem digital dan kapasitas institusional otoritas pajak untuk memanfaatkannya. Di Etiopia,
meskipun SRMs menghasilkan data melimpah, otoritas pajak tidak memanfaatkannya secara maksimal
karena keterbatasan kapasitas analitik (Mascagni, Mengistu & Woldeyes, 2021; Mu, Fentaw & Zhang,
2022). Bahkan, auditor dilaporkan tidak menggunakan sistem secara tepat (Mu, Fentaw & Zhang, 2022).
Pembelajaran bagi Indonesia sangat jelas, yakni implementasi teknis PSIAP hanyalah langkah awal.
Tantangan sesungguhnya adalah mentransformasi DJP dari organisasi berorientasi proses menjadi
organisasi yang digerakkan oleh data dan intelijen. Ini menuntut investasi masif dalam talenta ilmu data,
pergeseran dari audit berbasis sampel ke audit berbasis risiko yang ditargetkan oleh algoritma, serta
pembangunan budaya organisasi yang kuat dalam data. Tanpa transformasi internal ini, PSIAP berisiko
menjadi penyimpanan data yang mahal namun kurang dimanfaatkan.

Arah Kebijakan Holistik untuk Indonesia

Bukti empiris global mengonfirmasi potensi digitalisasi perpajakan, sekaligus memperingatkan tentang
kompleksitas implementasinya. Bagi Indonesia, PSIAP bukanlah sekadar proyek teknologi, melainkan
tantangan reformasi sosio-teknis. Keberhasilannya ditentukan oleh strategi holistik yang mengintegrasikan
empat pilar utama: (1) teknologi yang andal dan berpusat pada pengguna; (2) pemberdayaan wajib pajak,
terutama UMKM; (3) penguatan kapasitas institusional untuk mentransformasi DJP menjadi berbasis
intelijen; dan (4) pembangunan kepercayaan publik melalui transparansi dan komunikasi yang efektif.
Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi PSIAP untuk membangun sistem
perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan memiliki dampak positif dan
signifikan secara statistik terhadap kinerja fiskal. Hasil meta-analisis kuantitatif menunjukkan bahwa e-
taxation sebagai sistem terintegrasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak (tax
revenue) dan kepatuhan pajak (tax compliance). Secara lebih spesifik, e-invoicing juga terbukti efektif
meningkatkan tax revenue secara signifikan. Namun, temuan ini tidak berlaku seragam; analisis terhadap e-
filing secara terpisah tidak menemukan bukti statistik yang cukup untuk menyatakan adanya pengaruh
signifikan terhadap tax compliance. Temuan-temuan ini juga diwarnai oleh tingkat heterogenitas yang
sangat tinggi antar studi, yang mengindikasikan bahwa besaran dampak sangat bervariasi dan bergantung
pada konteks implementasi, bukan hanya adopsi teknologinya semata.

Temuan global ini memberikan serangkaian pembelajaran strategis bagi Indonesia dalam konteks
implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Keberhasilan PSIAP tidak hanya
bergantung pada kemudahan layanan, tetapi juga pada kemampuannya memperkuat efek jera (deterrence
effect) sebagai alat penegakan hukum. Tantangan utama sekaligus potensi terbesar terletak pada segmen
UMKM, yang dalam studi global menunjukkan peningkatan kepatuhan tertinggi namun menghadapi
hambatan literasi digital terberat. Oleh karena itu, diperlukan strategi user-centric yang berdiferensiasi.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini adalah tantangan sosio-teknis. Ini menuntut fokus paralel pada
faktor manusia, seperti pembangunan literasi digital dan kepercayaan publik , serta transformasi kapasitas
institusional DJP agar mampu berevolusi dari sekadar pengumpul data menjadi organisasi berbasis intelijen.
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